Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 23 Tahun 2022 telah ditetapkan Kebijakan

Akuntansi berbasis Akrual;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor
13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16
Perjanjian Konsesi jasa - Pemberi Konsensi dan Peraturan
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 17 Properti Investasi Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

diganti;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor
13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 766 tahun 2015 Nomor 1818);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
84 /PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian
Konsesi jasa - Pemberi Konsensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Gubernur
adalah Gubernur Sumatera Utara.

3. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di
singkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan
pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah.
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Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya di sebut PPTK
adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya di sebut PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat yang memiliki kewenangan
pengguna barang milik daerah pada SKPD yang dipimpinnya.
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan  yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah
sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara
kas pada Bendahara Umum Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan  Pemerintah  Daerah  meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.
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Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.
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Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dan
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah daerah.
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Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surplus/defisit anggaran daerah adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan daerah dan belanja/beban daerah.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah
gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih
pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran
tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu

periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan lain sebagai
akibat ketentuan perundang- undangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan
dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP
umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan
akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode

lalu bagi entitas.



54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

-9-

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau
penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi
dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari
kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan
informasi andal yang tersedia pada saat laporan keuangan
periode tersebut diotorisasi untuk terbit dan secara rasional
dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan tersebut.

Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau
seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat
mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta
berhentinya operasi.

Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan
keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran
yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan
keuangan.

Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena
terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam
mengestimasi, atau perkembangan lain.

Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang
berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang
hanya berdampak pada periode berjalan dan periode
selanjutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan wuntuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada

lembar muka laporan keuangan.
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Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah
Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban
BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
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Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang
dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan
atau pada periode yang berjalan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas
akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal
balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan
konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu Laporan
Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga
tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan
karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali
atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang
signifikan terhadap realisasi anggaran atau  posisi
aset/kewajiban.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara
pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan aset
konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama
pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu dan mitra
diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik
selama masa perjanjian konsesi jasa.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam

produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
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administratif atau dijual/ dan atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai prinsip, dasar,

konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh

Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan berbasis akrual.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.

Kebijakan Akuntansi tentang penyajian laporan keuangan
mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansi.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi pendapatan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan
informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi beban dan belanja
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas beban,
belanja dan informasi lainnya, dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi transfer mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas penerimaan atau
pengeluaran uang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dari/kepada Pemerintah Daerah lain dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi pembiayaan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.
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Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi kas dan setara kas
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara
umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan
dibawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi piutang mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas hak Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi persediaan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan,
pengukuran, sistem pencatatan dan penyajian persediaan
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi investasi mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan,
pengukuran, metode penilaian, dan penyajian investasi dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi aset tetap mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan
pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan
dalam laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi konstruksi dalam
pengerjaan mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas
aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan
pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan
dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.
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Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi dana cadangan
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan,
pengukuran dan penyajian dana cadangan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi aset lainnya mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset pemerintah daerah
yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi kewajiban mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat
pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya
pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
Kebijakan Akuntansi perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
tidak dilanjutkan mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi
atas perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan
estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
Kebijakan Akuntansi tentang pelaporan Badan Layanan
Umum Daerah mengatur dasar-dasar penyusunan laporan
keuangan Badan Umum Layanan Daerah.

Kebijakan Akuntansi tentang peristiwa setelah tanggal
pelaporan mengatur dasar-dasar perlakukan akuntansi
peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Kebijakan Akuntansi tentang perjanjian konsesi jasa-pemberi
konsesi mengatur dasar-dasar perlakukan akuntansi atas
perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi.

Kebijakan Akuntansi tentang properti investasi yang mengatur

dasar dasar perlakuan akuntansi atas properti investasi.
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Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 terdiri dari:

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

b. Kebijakan Akuntansi Akun, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Perubahan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 23), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

SaHiiian Se ai Dengan Aslinya Ditetapkan di Medan
Qg\ <EPATZ, BIRO HUKUM,
< £ AN pada tanggal 20 Maret 2025
Qt_a "\-, b
x el "} il GUBERNUR SUMATERA UTARA,
. [LEA B! SIREGAR td.

i peRiBR ama Muda (IV/c)
NIBERS6OE421 199003 2 003
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 19



